
BUPATI TULANG BAWANG
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu ditetapkan Peraturan

Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan dan Bangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12

Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II

Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3667);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);
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6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahanan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4574);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentangDana Perimbangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4577);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4090);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4741);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor21Tahun 2011;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011Nomor 311);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01Tahun 2004 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03

Tahun 2004);
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28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01Tahun 2004 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Nomor 03 Tahun 2008);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Nomor 11Tahun 2011);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011tentang Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun
2011);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenTulangBawangTahun Anggaran 2012 sebagai berikut
1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Jumlah Pendapatan

2. Belanja :
a. Belanja Tidak Langsung

1). Belanja Pegawai
2). Belanja Hibah
3). Belanja Bantuan Sosial
4). Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa
5). Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
6). Belanja Tidak Terduga

b. Belanja Langsung
1). Belanja Pegawai
2). Belanja BarangdanJasa
3). Belanja Modal

Jumlah Belanja
Defisit

Rp. 25.202.571.288,00

Rp. 529.804.999.372,00

Rn. 83.812.363.636.00
Rp. 638.819.934.296,00

Rp.316.879.684.924,00
Rp. 273.884.940.994,00
Rp. 25.351.357.866,00

Rp. 1.000.000.000,00

Rp. 15.791.120.000,00

Rp. 352.266.064, 00
Rp. 500.000.000,00

Rp.350.571.487.276,00

Rp. 37.466.954.942,00

Rp. 142.793.922.934,00
Rp, 170.310.609.400.00
Rp.667.451.172.200,00

(Rp. 28.631.237.904,00)
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3. Pemblayaan:

50.387.641.814,00
21.756.403.910,00
28.631.237.904,00

J a. Penerimaan Pemblayaan
b. Pengeluaran Pemblayaan
JumfahPemblayaanNetto

Rp.

Rp.
Rp.

Slsa LeblhPemblayaan Anggaran Tahun Bertenaan

Pasal 2
Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagalmana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam LamplranIKeputusan ini.

Pasal3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1dirinci leblh lanjut pada
LamplranIIKeputusan ini.

Pasal4

Lamplran sebagaimana tersebutdalamPasal 2 danPasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal5

Pelakwineen Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dltetapkan dalam peraturan ini dltuangkan
leMh.lanjut dalam Dekumen Pelateana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah aesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yangberlaku.

Pasal 6

PeraturanBupatl Ini mulal berlaku pada tanggaldlundangkan.

mengetahuinya- memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalamBenut vacran»

Dlundangkan di Menggala
pada tanggal 07 Februari 2Ó12

Dltetapkan di Menggala
pada tanggal 07 Februari 2012

BERITA DAERAH TULANGBAWANG NOMOR 15 TAHUN 2012.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NG BAWANG


